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5.2

S. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dilakukan dalam kegiatan
penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pembenihan, pengolahan, distribusi
keluar masuk ikan, mutu hasil perikanan, distribusi keluar masuk obat ikan,
konserfasi, pencemaran akibat perbuatan manusia, plasma nutfah, penelitian
dan pengembangan perikanan, serta hasil rekayasa genetik.

Terdapat 2 (dua) jenis kasus Destructive Fishing di Perairan Sumatera Barat
dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bulan Juni yaitu kasus
menggunakan alat tangkap dilarang (fraw/) dan melakukan kegiatan

penangkapan ikan di Kawasan konservasi.

Saran

Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat nelayan dan instansi
pemerintah terkait agar dapat lebih menjaga kelestarian ekosistem laut di
kawasan Perairan Sumatera Barat dan lebih menindak tegas oknum
masyarakat nelayan yang melakukan kegiatan perikanan yang bersifat
destructive.

Diharapkan tidak ada lagi Intervensi (campur tangan) dari pejabat daerah
yang bukan urusannya dalam kasus destructive fishing tetapi hanya untuk

kepentingan pribadi.
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